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SALINAN 

 
 

 
BUPATI PULAU MOROTAI  

PROVINSI MALUKU UTARA 
 

PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 
NOMOR  03 TAHUN 2018 

 

TENTANG 
 

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP 
DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN ANGGARAN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI PULAU MOROTAI, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber 

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 

telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati/walikota 

menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa; 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pulau 

Morotai tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 

RincianDana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai 

Tahun Anggaran 2018; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku 

Utara (Lembaran Negara Repkublik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 190),Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4937); 
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5495); 
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5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5577); sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 

Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5864); 

8. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 

2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 

1970); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 

tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 

tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884); 

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 

tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah 

Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 02 

Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa-Desa dalam 

Kabupaten Pulau Morotai; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 05 

Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2018; 
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :  PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI TENTANG TATA 

CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

SETIAP DESA DI KABUPATEN  PULAU MOROTAI TAHUN 

ANGGARAN 2018. 

 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintah Daerah. 

2. Bupati adalah Bupati Pulau Morotai. 

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan 

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama 

lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 

Desa; 

6. Pengawas Fungsional Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten 

Pulau Morotai yang selanjutnya disebut pengawas fungsional daerah. 

7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam 

Negeri. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat 

APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 

9. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 

rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati 

untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 

10. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 

tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 

penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank 

yang ditetapkan. 
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BAB II 

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA 

 

Pasal 2 

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 

Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:  

a. alokasi dasar; 

b. alokasi afirmasi; dan 

c. alokasi formula. 

 

Pasal 3 

 

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, 

dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten/kota dibagi jumlah desa 

sebagaimana telah ditetapkan dalam  lampiran Peraturan Presiden Nomor 

107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Tahun Anggaran 2018. 
 

 

Pasal 4 

 

(1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 

(2) Alokasi Afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:  

AA per Desa  =    AAKab/Kota/{(2 * DST) + (1 * DT)} 

Keterangan: 

AA per Desa  = Alokasi Afirmasi per Desa 

AAKab/kota = Alokasi Afirmasi Kab/Kota Dalam Lampiran Perpres 

mengenai Rincian APBN TA 2018 

DST  =  Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin tinggi 

DT  = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin tinggi 

(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per 

Desa. 

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki 

jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi 

Afirmasi per Desa. 

(5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk 

Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 

ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. 

 

Pasal 5 

 

Alokasi Formulasebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung 

berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan 

indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang 

dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

statistik. 
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Pasal 6 

 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 

5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 

4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut: 

AF Desa = {(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)} * AF Kab/Kota 

Keterangan: 

AF = Alokasi Formula setiap Desa 

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di 

Kabupaten Pulau Morotai. 

Z2  = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total 

penduduk miskin Desa di Kabupaten Pulau Morotai. 

Z3  = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas 

wilayah desa di Kabupaten Pulau Morotai. 

Z4  = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten 

Pulau Morotai 

AFkab/kota  =  Alokasi Formula Kabupaten Pulau Morotai. 

 

Pasal 7 

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 

c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian 

yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 

pemerintah di bidang statistik. 

 

Pasal 8 

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulau Morotai 

Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini. 

 

BAB III 

PENYALURAN DANA DESA 

 

Pasal 9 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari 

Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. 

(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

secara bertahap dengan ketentuan : 

a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga 

bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen); 

b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat 

bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); 

c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen); 

(3) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas 

Umum Desa dilakukan  paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana 

Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan 

penyaluran telah dipenuhi. 
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(4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD dilaksanakan setelah 

Bupatimenerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan 

sebagaiberikut : 

a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa. 

b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggara sebelumnya, dari Kepala Desa. 

c. Tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa sampai dengan Tahap II dari Kepala Desa. 

(5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah 

Bupatimenerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahap I dari Kepala Desa. 

(6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 

dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, 

menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% 

(tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan 

paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen). 

(7) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c 

dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh 

kegiatan. 

(8) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel 

referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume 

output, cara pengadaan, dan capaian output. 

(9) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum 

memenuhi kebutuhan input data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel 

referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh 

kementerian/lembaga terkait. 

 

 

BAB IV  

PENGGUNAAN DANA DESA 
 

Pasal 10 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan 

dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia 

serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam Rencana Kerja 

Pemerintah Desa. 

(2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu 

pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan kebijakan 

pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai yang dituangkan dalam 

APBDes. 

(3) Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diprioritaskan pada usaha mikro kecil menengah, Pembentukan dan 

pengembangan BUMDes/Koperasi, Instalasi Air Bersih, Instalasi/Jaringan 

Penerangan Rumah Penduduk, Pengolahan Sampah Desa, Pengadaan Bak 

Sampah Perumahan Warga, Usaha Ekonomi Produktif, Alat transportasi 

Ekonomi Desa, Kesehatan serta Dapur Sehat (Rumah layak huni)bagi 

penduduk desa di Pulau Morotai; 
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(4) Selain kebijakan Prioritas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3), terdapat pula program penunjang yang dapat dilaksanaan 

seperti Kegiatan Pemuda/olahraga, Kegiatan Hari–hari Besar 

Nasional/Keagamaan, Program kegiatan PKK; 

(5) Prioritas Pembangunan Daerah tahun anggaran 2018 sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat digunakan sebagai 

pedoman dalam penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 

Anggaran 2018. 

(6) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilengkapi dengan pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa. 

(7) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak 

termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati. 

(8) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di delegasikan 

kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang 

diberikan secara tertulis pada saat mengevaluasi Rancangan Peraturan 

Desa mengenai APBDesa. 
 

 

Pasal 11 

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada 

pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang 

dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan 

dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan 

baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja 

dari masyarakat Desa setempat. 

 

Pasal 12 
 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab secara formil dan materil atas 

penggunaan Dana Desa. 

(2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan 

Dana Desa. 

 

BAB V  
PELAPORAN DANA DESA 

 

Pasal 13 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Camat, 

dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan Inspektorat 

Daerah. 

(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: : 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya;dan; 

b. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 

dengan tahap II. 
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(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun 

anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai 

dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan. 

(5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah batas waktu 

penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), 

Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada 

Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi 

software. 

(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi 

penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan 

memerintahkan Camat berkoordinasi dengan Kepala Desa. 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa sebagaimana 

dimaksud ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa oleh Camat setempat. 

(8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud 

ayat (6) diinput melalui sistem yang disediakan Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. 

(9) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) ditandatangani dan 

disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa. 
 

 
BAB VI 

 

SANKSI 
 

Pasal 14 

(1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 

a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5); 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih 

dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau 

c. terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun 

anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya. 

(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih 

besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, 

penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran 

berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih 

besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi 

sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA 

Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 
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(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) 

tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan 

oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi 

atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana 

Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada 

Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran 

DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. 

Pasal 15 

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal : 

a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (1) huruf a telah diterima; 

b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau 

sama dengan 30%; dan 

c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan 

berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke 

RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 

Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan 

mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran 

berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun 

anggaran berikutnya. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran 

berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu 

pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan 

permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan 

dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun 

anggaran berjalan. 

 

Pasal 16 

(1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah 

dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa 

di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen). 

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya. 

(3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK 

Fisik dan Dana Desa. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 17 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulau 

Morotai. 

 

 
Ditetapkan di Morotai Selatan  

pada tanggal 03 Januari 2018 
 

BUPATI PULAU MOROTAI, 

 

ttd 

 

        BENNY LAOS  

 
Diundangkan di Morotai Selatan 
pada tanggal 04 Januari 2018 

 
Plt. SEKRETARIS DAERAH 

      KABUPATEN PULAU MOROTAI, 
 

ttd 

 

      MUHAMMAD M. KHARIE 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2018 NOMOR 03 
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LAMPIRAN   : PERATURAN BUPATI PULAU MOROTAI 

NOMOR : 03 TAHUN 2018 

TANGGAL : 03 JANUARI 2018 

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA 

DESA SETIAP DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 

ANGGARAN 2018 
 

DAFTAR : PAGU INDIKATIF DANA DESA KABUPATEN PULAU MOROTAI 

TAHUN ANGGARAN 2018 

 

No. Kecamatan Nama Desa Pagu Dana Desa 

1.  Morotai Selatan GOTALAMO                    692.164.000  

2.   DARUBA                    778.049.000  

3.   DARAME                    688.952.000  

4.   WAWAMA                    776.654.000  

5.   PANDANGA                    710.701.000  

6.   JUANGA                    707.293.000  

7.   TOTODOKU                    881.453.000  

8.   MOMOJIU                    759.318.000  

9.   SABATAI BARU                    758.929.000  

10.   SABATAI TUA                    769.807.000  

11.   DAEO                    835.270.000  

12.   DEHEGILA                    727.420.000  

13.   PILOWO                    745.150.000  

14.   GALO-GALO                    692.310.000  

15.   KOLORAY                    708.236.000  

16.   YAYASAN                    715.951.000  

17.   JOUBELA                    881.452.000  

18.   AHA                    700.135.000  

19.   MUHAJIRIN                    683.896.000  

20.   MANDIRI                    782.433.000  

21.   FALILA                    696.401.000  

22.   SABALA                    701.485.000  

23.   DAEO MAJIKO                    770.648.000  

24.   MORODADI                    724.354.000  

25.   NAKAMURA                    724.693.000  

26.  Morotai Selatan Barat WAYABULA                    680.072.000  

27.   TILEY                    751.513.000  

28.   NGELE-NGELE KECIL                    724.441.000  

29.   CUCUMARE                    718.194.000  

30.   ARU IRIAN                    716.817.000  

31.   WARINGIN                    746.198.000  

32.   TUTUHU                    792.228.000  

33.   CIO GERONG                    740.231.000  

34.   POSI-POSI                    770.838.000  

35.   ARU BURUNG                    838.421.000  

36.   LOU MADORO                    816.822.000  

37.   LEO-LEO                    850.054.000  

38.   SAMI NYAMAU                    792.350.000  

39.   NGELE-NGELE BESAR                    703.092.000  

40.   RAJA                    778.437.000  

41.   CIO DALAM                    700.455.000  

42.   USBAR PANTAI                    703.319.000  

43.   TILEY PANTAI                    738.574.000  

44.   CIO MALOLEO                    740.837.000  

45.   BOBULA                    759.471.000  
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No. Kecamatan Nama Desa Pagu Dana Desa 

46.  Morotai Jaya PANGEO                    803.068.000  

47.   SOPI                    736.089.000  

48.   BERE BERE KECIL                    741.908.000  

49.   TITIGOGOLI                    790.619.000  

50.   HAPO                    866.472.000  

51.   LIBANO                    690.995.000  

52.   ARU                    772.546.000  

53.   TOWARA                    745.821.000  

54.   CENDANA                    852.404.000  

55.   PODIMOR PADANGE                    704.176.000  

56.   SOPI MAJIKO                    743.407.000  

57.   GORUGO                    696.988.000  

58.   LOLEO                    821.622.000  

59.   CEMPAKA                    749.705.000  

60.  Morotai Utara BERE-BERE                    696.814.000  

61.   SAKITA                    771.673.000  

62.   TAWAKALI                    694.546.000  

63.   YAO                    749.296.000  

64.   BIDO                    702.320.000  

65.   GORUA                    770.986.000  

66.   KORAGO                    682.762.000  

67.   LUSUO                    791.339.000  

68.   KENARI                    913.320.000  

69.   LOLEO JAYA                    837.523.000  

70.   MABA                    710.114.000  

71.   TANJUNG SALEH                    685.335.000  

72.   GOA HIRA                    680.507.000  

73.   GORUA SELATAN                    767.632.000  

74.  Morotai Timur BUHO-BUHO                    738.775.000  

75.   WEWEMO                    713.369.000  

76.   MIRA                    693.498.000  

77.   LIFAO                    750.770.000  

78.   RAHMAT                    759.090.000  

79.   SAMBIKI TUA                    730.493.000  

80.   SANGOWO                    803.425.000  

81.   SAMBIKI BARU                    792.339.000  

82.   SANGOWO BARAT                    728.885.000  

83.   SANGOWO TIMUR                    720.699.000  

84.   SESELI JAYA                    731.784.000  

85.   HINO                    709.420.000  

86.   GOSOMA MALUKU                    719.218.000  

87.   GAMLAMO                    792.507.000  

88.   DOKU MIRA                    680.976.000  

TOTAL  65.910.753.000 
 

 

BUPATI PULAU MOROTAI,  

 

ttd 

 

          BENNY LAOS 

 

 

 

 


